
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Adanya globalisasi berimbas pada perilaku manusia yang semakin 

kompleks. Apabila ditinjau dari segi hukum, terdapat perilaku manusia yang 

sesuai dengan norma dan ada perilaku manusia yang tidak sesuai dengan 

norma. Perilaku yang menyimpang dari norma akan menjadikan suatu 

permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.1 

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang 

merugikan masyarakat, karena hal tersebut menyimpang dari norma-norma 

yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Berbagai kasus kejahatan 

yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak 

menjadi korbannya. Masalah kekerasan seksual merupakan salahsatu bentuk 

kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut 

dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts 

humanity) atau kesusilaan.2 Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis 

dari kekerasan seksual. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya 

hak asasi anak (right of child) yaitu pelecehan seksual terhadap anak sebagai 

contohnya.3 Hal tersebut akan berdampak tidak hanya menimpa korbannya 

 
1Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan,Jakarta: Sinar Grafika, hal.3 
2 Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual 

Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, hal.25 
3Nyoman Mas Aryani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual 

di Provinsi Bali’, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 38, Nomor 1, 

(2016), hal. 2. 
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saja, akan tetapi juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (fear of 

society)4. 

Berbagai media massa memberikan informasi terkait berita kasus 

kejahatan seksual seperti pada kasus pelecehan seksual terhadap anak. 

Artinya kasus kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan tujuan hukum 

yang belum terwujud dengan semestinya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan 

hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dan mencegah terjadinya 

kekacauan dalam bermasyarakat, serta agar tercipta suasana ketertiban, 

keadilan dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-

kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 yang diterima oleh berbagai 

lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir 

semua Provinsi di Indonesia. Data-data yang terkumpul dari Lembaga 

layanan atau formulir pendataan Komnas Perempuan di ranah komunitas atau 

publik sebesar 1.731 kasus yang mana kekerasan seksual menempati 

peringkat pertama sebesar 962 kasus yang terdiri dari perkosaan (229 kasus), 

pelecehan seksual (181 kasus), pencabulan (166 kasus), percobaan perkosaan 

(10 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan sisanya adalah kekerasan seksual lain. 

 
4Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Kekerasann Seksual (Advokasi 

Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: RefikaAditama, hal. 56. 
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Usia korban terbanyak pada sekitar 14-17 tahun yaitu sebanyak 440 orang 

dan usia pelaku terbanyak pada sekitar 25-40 tahun sebanyak 376 orang.5 

Elli Nur Hayati mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud 

dengan kejahatan seksual adalah segala tindakan yang berbau seksual yang 

meliputi percobaan tindakan seksual, pedagangan seks dengan menggunakan 

paksaan yang berupa paksaan fisik dan ancaman oleh siapa saja tanpa 

memandang hubungan antara pelaku dengan si korban dalam situasi apapun.6 

Oleh karena itu, perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana terhadap 

anak korban kekerasan seksual muncul sebagai untuk menangani persoalan 

pelecehan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disusun dengan maksud mengatur perbuatan kekerasan 

seksual terhadap anak dengan memberikan pemberatan terhadap sanksi 

pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Undang-undang 

tersebut juga memuat langkah konkrit dalam pemulihan psikis serta fisik anak 

yang menjadi korban.7 

Salah satu persoalan yang sering kali muncul dalam kehidupan 

masyarakat adalah mengenai tindak pidana kesusilaan, seperti pelecehan 

seksual, pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dengan disertai ancaman dan 

 
5 Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2020, “Perempuan Dalam Himpitan 

Pandemi: onjakan Kekerasan Seksual,Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan 

Penanganan di Tengah Covid-19”,diunduh hari Senin, 1 November 2021, pukul 09.20 WIB 
6 Elli Nur Hayati, 2004, Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama 

dengan Ford Foundation, Jakarta, hal.140 
7  Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari 

Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 2 (2020): 287–306. 
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kekerasan, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Kambajawa, Kecamatan 

Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dimana Umbu Adi Makambombu 

Alias Adi Umbu umur 22 tahun menjalin hubungan (pacaran) dengan Tripela 

Rambu Tatu Alias Rambu Tatu umur 16 tahun,pada hari Sabtu tanggal 31 

Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Umbu Adi Makambombu Alias Adi 

Umbu melakukan pelecehan seksual dengan mengancam dan memaksa 

Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu untuk melakukan persetubuhan 

dengannya, dimana sebelum peristiwa tersebut terjadi Umbu Adi 

Makambombu Alias Adi Umbu menghubungi Tripela Rambu Tatu Alias 

Rambu Tatu melalui pesan Facebook dengan maksud ingin bertemu dengan 

Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu dan mengantar jaket untuk Tripela 

Rambu Tatu Alias Rambu Tatu. Setelah Umbu Adi Makambombu Alias Adi 

Umbu sampai di depan Pos jaga Pol. PP. Lama, kemudian menghubungi 

Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu untuk memberitahukan bahwa dirinya 

sudah sampai didekat rumahnya, selanjutnya Tripela Rambu Tatu Alias 

Rambu Tatu keluar dari rumahnya untuk menghampiri Umbu Adi 

Makambombu Alias Adi Umbu. Sesampainya di depan Pos jaga Pol. PP. 

Lama mereka bertemu, lalu Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu 

menarik tangan Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu dan mengajak Tripela 

Rambu Tatu Alias Rambu Tatu duduk diteras depan Pos jaga Pol. PP. Lama 

kemudian mengajak Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu untuk melakukan 

hubungan badan akan tetapi Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu menolak 

ajakan tersebut, karena ditolak membuat Umbu Adi Makambombu Alias Adi 
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Umbu marah kemudian mengambil seutas kabel listrik berwarna putih 

berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang berada disekitar teras Pos jaga Pol. PP. 

Lama kemudian melipat kabel tersebut dan mengayunkan kabel tersebut 

kearah kedua paha dan betis Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu berkali-

kali hingga Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu merasakan kesakitan dan 

takut terhadap Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu kemudian terjadi 

pemerkosaan, setelah Umbu Adi Makambombu Alias Adi Umbu selesai 

melakukan perbuatan tersebut, Tripela Rambu Tatu Alias Rambu Tatu 

menangis karena merasa kesakitan dan alat kelaminnya mengeluarkan cairan 

berwarna putih disertai darah.8 

Dari data dan salah satu kasus di atas menunjukkan angka pelecehan 

seksual khususnya anak sebagai korban sangatlah tinggi dan menunjukkan 

perlindungan terhadap anak sangat memprihatinkan. Anak merupakan 

generasi muda yang berperan penting dalam menjaga dan meneruskan cita-

cita bangsa, maka hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan 

keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.9  Setiap anak 

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.10 Akan tetapi realitanya anak 

menjadi objek pengebirian yang idealnya merupakan bagian dari Hak Asasi 

 
8Perkara Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2020/PN Wgp 
9Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendekia, hal. 18 
10Fitriani, R, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-

Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, (2016), hal. 250-358 
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Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara 

Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dengan 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Sebagai negara 

Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, 

Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya 

perlindungan anak.11 

Terkait dengan ketentuan tersebut, maka pengaturan tentang 

pelecehan seksual secara umum dalam KUHP diatur pada Buku II tentang 

Kejahatan Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan yaitu Pasal 289 hingga 

Pasal 296. Dengan adanya pembaharuan hukum, pelaku dari tindak pidana 

pelecehan seksual pada anak tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang 

termuat di KUHP, melainkan terdapat undang-undang khusus yang 

mengaturnya atau dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generalis 

artinya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum yang bersifat 

khusus (lex specialis) mengesampingkan KUHP sebagai hukum yang bersifat 

umum (lex generalis). Perkembangan terakhir ini hukum negara Indonesia 

memberikan perlindungan kepada anak diantaranya adalah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

 
11M.Nasir Djamil, 2013,  Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 27 
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2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai masalah pelecehan seksual terhadap anak. 

Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya 

perlindungan anak secara hukum karena merupakan problem sosial yang 

menyangkut masalah Hak Asasi Manusia. Adapun judul penelitian ini adalah 

“PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN 

SEKSUAL”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi pada pokok pembahasan ini lebih fokus yang 

mana diharapkan dan mengarah pada pokok permasalahan yang ditentukan 

serta tidak terjadi pembahasan yang kabur karena ruang lingkupnya yang 

luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi 

pada Peradilan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. 

1.3 Perumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan 

seksual? 

2. Bagaimana sistem peradilan pidana terhadap anak korban pelecehan 

seksual? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan perlindungan hukum terhadap 

anak korban pelecehan seksual. 

2. Untuk menganalisis dan menggambarkan sistem peradilan pidana 

terhadap anak korban pelecehan seksual. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para 

pembaca terkait perlindungan hukum terhadap anak korban 

pelecehan seksual. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan hukum terkait peradilan hukum terhadap anak 

korban pelecehan seksual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

aparat penegak hukum dan masyarakat berupa sumbangsih 
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informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap 

anak korban pelecehan seksual. 

b. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi 

program pendidikan Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang. 

c. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan penalaran serta 

pola pikir penulis baik secara sistematis, dinamis dan terstruktur 

dalam membuat suatu karya tulis. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Menurut Van Hamel, pengertian dari tindak pidana kejahatan 
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dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum yang 

patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.12 

Bentuk dari tindak pidana kejahatan salah satunya adalah pelecehan 

seksual yang merupakan bagian dari kekerasan seksual. Menurut Ratna, 

segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan atau 

kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.13 Dampak yang  

Dialami survivor akan mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) 

beberapa gejala yang muncul adalah keinginan untuk bunuh diri, hilangnya 

kecemasan diantaranya gemetar, gelisah, kekhawatiran terhadap lingkungan 

masa depan dan masyarakat.14 

Hukum meletakkan reposisi anak sebagai perantara hukum untuk 

dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban dan untuk dapat 

disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagaisubjek 

hukum yang normal.15Barda Nawawi Arief dalam hal ini menyatakan bahwa 

pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:16 

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tindak pidana”(berarti perlindungan HAM atau kepentingan 

hukum seseorang).  

 
12Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 112 
13Nikyta Legoh,“Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 ”, Lex Crimen, Volume VII, Nomor 04, (2018),hal. 47 
14Ermaya Sari B.N, Sri Hennyati ,“Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang”, Jurnal 

Bidan, Volume 04, Nomor 2, (2018),hal. 62 
15Elvy Zahara Lubis,“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, 

Jurnal Pendidikan Imu-ilmu Sosial, Volume 09, Nomor 2, (2017),hal. 144 
16Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, hal. 61 
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2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau 

santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi 

korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). 

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), 

pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian 

ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan 

sosial), dan sebagainya. 

Perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana 

pelecehan seksual pada dasarnya merupakan bentuk dari hak asasi manusia 

(HAM) yang perlu didapatkan, sebagaimana ketentuan yang mengatur 

mengenai hal ini termuat dalam pasal 28B ayat (2) Undang–Undang Dasar 

1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. 

Artinya setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala 

macam eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan termasuk dalam hal pelecehan 

seksual. 

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak juga dapat 

dihubungkan dengan asas Lex Spesialis Derogat lex Generalis artinya Kitab 

undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 289 hingga Pasal 296 sebagai 

hukum yang bersifat umum dapat dikesampingkan dengan hukum yang 

bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isi. Adapun sistematika penulisan ini 

disusun dalam lima bab, yaitu:  

BAB I berisi pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang 

masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuandan manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai 

tinjauan umum tindak pidana, tinjauan tentang pelecehan seksual terhadap 

anak, dan efektivitas lembaga dan aparat penegak hukum terkait perlindungan 

hukum terhadap anak 

BAB III berisi metode penelitian yang di dalamnya memuat jenis 

penelitian, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data. 

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya 

berisikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dan 

sistem peradilan pidana terhadap anak korban pelecehan seksual. 

BAB V berisi penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan 

saran dari penelitian ini. 

 

  


